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DRAFT

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR... TAHUN...
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGAMBILALIHAN PENYELESAIAN PENYIMPANGAN
ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya ruang
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan, perlu dilakukan pengawasan
penataan ruang yang diantaranya dilaksanakan
melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi;

b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat
diketahui terjadinya penyimpangan adminsitratif
dalam penyelenggaraan penataan ruang yang
penyelesaiannya dilaksanakan oleh
bupati/walikota, gubernur, dan menteri sesuai
dengan kewenangannya,;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang belum mengatur tata cara
penyelesaian penyimpangan administratif dalam
penyelenggaran penataan ruang oleh
bupati/walikota, gubernur, dan menteri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan



Mengingat

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang
Tata Cara Penyelesaian Penyimpangan Administratif

Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);

. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Badan Pertanahan Nasional (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1158);

MEMUTUSKAN



Menetapkan

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
PENYIMPANGAN ADMINISTRATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem  proses
Perencanaan Tata Tuang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang
meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan
Pengawasan Penataan Ruang.

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan

Ruang.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk
meningkatkan  kinerja  Penataan Ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian
tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan
fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah
maupun penyelenggara negara lainnya.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penyimpangan Administratif adalah perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang
menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian
atau pengabaian kewajiban hukum dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi Masyarakat.

Hari adalah hari kalender.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.



16.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata

ruang.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman bagi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan penyelesaian penyimpangan administratif

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

bentuk Penyimpangan Administratif dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

bentuk penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

tata cara penyelesaian Penyimpangan Administratif

dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
BENTUK PENYIMPANGAN ADMINISTRATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Pasal 4

Bentuk Penyimpangan Administratif dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang terdiri atas:



a. Penyimpangan = Administratif @ dalam Pengaturan
Penataan Ruang;

b. Penyimpangan Administratif @ dalam Pembinaan
Penataan Ruang; dan

c. Penyimpangan Administratif dalam  Pelaksanaan

Penataan Ruang.

Pasal 5
Penyimpangan Administratif dalam Pengaturan Penataan
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
meliputi:
a. tidak menyusun dan menetapkan RTR; dan/atau
b. tidak menyusun dan menetapkan peraturan lain di

bidang penataan ruang.

Pasal 6

Penyimpangan Administratif dalam Pembinaan Penataan

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

meliputi:

a. tidak melakukan koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

b. tidak menyelenggarakan sosialisasi peraturan
perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang
Penataan Ruang;

c. tidak melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;

d. tidak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di
bidang Penataan Ruang;

e. tidak menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
di bidang Penataan Ruang;

f.  tidak melakukan pengembangan sistem informasi dan
komunikasi Penataan Ruang;

g. tidak melakukan penyebarluasan informasi Penataan

Ruang kepada masyarakat; dan/atau



(1)

(2)

(3)

(4)

tidak melakukan pengembangan kesadaran dan

tanggung jawab masyarakat di bidang Penataan Ruang.

Pasal 7

Penyimpangan  Administratif dalam  Pelaksanaan

Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c terdiri atas:

a. Penyimpangan Adminsitratif dalam perencanaan
tata ruang;

b. Penyimpangan Adminsitratif dalam pemanfaatan
ruang; dan

c. Penyimpangan Adminsitratif dalam pengendalian
pemanfaatan ruang.

Penyimpangan Administratif dalam Perencanaan Tata

Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi;

a. tidak melakukan prosedur penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi;

b. tidak melakukan prosedur penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
dan

c. tidak melakukan prosedur penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang wilayah kota.

Penyimpangan Administratif dalam Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. tidak melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi
program Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTR;
dan/atau

b. tidak melaksanakan program Pemanfaatan Ruang
berdasarkan RTR.

Penyimpangan Administratif dalam  Pengendalian

Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ meliputi:



tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
arahan peraturan zonasi atau peraturan zonasi,
pemberian izin Pemanfatan Ruang yang tidak
sesuai dengan RTR;

tidak melaksanakan ketentuan pemberian insentif
dan disinsentif bidang Penataan Ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

tidak melaksanakan pengenaan sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana terhadap

pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
BAB III
BENTUK PENYELESAIAN PENYIMPANGAN

ADMINISTRATIF

Pasal 8

Bentuk Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pengaturan Penataan Ruang meliputi:

a.

penyelesaian  Penyimpangan  Administratif dalam
Pengaturan Penataan Ruang;

penyelesaian  Penyimpangan  Administratif dalam
Pembinaan Penataan Ruang; dan

penyelesaian  Penyimpangan  Administratif dalam

Pelaksanaan Penataan Ruang.

Pasal 9

Bentuk Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pengaturan Penataan Ruang meliputi:

a.

percepatan penyusunan dan penetapan RTR, ketentuan
tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran
insentif dan disinsentif, sanksi administratif, atau
petunjuk pelaksanaan pedoman bidang Penataan

Ruang;



fasilitasi atau bimbingan teknis penyusunan dan
penetapan RTR, ketentuan tentang perizinan, penetapan
bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi
administratif, atau petunjuk pelaksanaan pedoman
bidang Penataan Ruang;

bantuan teknis penyusunan dan penetapan RTR,
ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan
besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif,
atau petunjuk pelaksanaan pedoman bidang Penataan
Ruang;

pelibatan  Masyarakat dalam  penyusunan dan
penetapan standar dan kriteria teknis sebagai
operasionalisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman Penataan Ruang; dan/atau

pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 10

Bentuk Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pembinaan Penataan Ruang:

a.

percepatan penyusunan dan pelaksanaan program dan

anggaran yang berkaitan dengan:

1. koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang;

2. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman bidang Penataan Ruang;

3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
Pelaksanaan penataan ruang;

4. pendidikan dan pelatihan di bidang Penataan
Ruang;

5. penelitian dan pengembangan di bidang Penataan
Ruang;

6. pengembangan sistem informasi dan komunikasi

Penataan Ruang;



(1)

(2)

7. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada
Masyarakat; dan

8. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
Masyarakat di bidang Penataan Ruang;

fasilitasi pelaksanaan Pembinaan Penataan Ruang;

dan/atau

pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat

Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11

Bentuk Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi:

a. penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam
Perencanaan Tata Ruang;

b. penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam
Pemanfaatan Ruang; dan

c. penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Penyelesaian = Penyimpangan  Administratif dalam

Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengulangan kembali proses penyusunan RTR,
arahan peraturan zonasi, atau peraturan zonasi;

b. fasilitasi atau bimbingan teknis penyusunan RTR,
arahan peraturan zonasi, atau peraturan zonasi,

c. pelibatan masyarakat dalam penyusunan RTR,
arahan peraturan zonasi, atau peraturan zonasi,

d. pembatalan rekomendasi gubernur;

e. pembatalan persetujuan substansi = Menteri;
dan/atau

f.  pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



(3)

(4)

Penyelesaian = Penyimpangan  Administratif dalam
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:

a. percepatan penyusunan dan sinkronisasi program
pemanfaatan ruang berdasarkan RTR,;

b. percepatan pelaksanaan program pemanfaatan
ruang berdasarkan RTR;

c. fasilitiasi atau bimbingan teknis penyusunan dan
sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan
ruang; dan/atau

e. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Penyelesaian = Penyimpangan  Administratif dalam

Pengendalian = Pemanfaatan  Ruang  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana  terhadap pihak yang  melakukan
pelanggaran di bidang Penataan Ruang; dan/atau

b. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN
PENYIMPANGAN ADMINISTRATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12



Bupati/walikota, gubernur, dan Menteri mengambil langkah
penyelesaian sesuai dengan kewenangannya apabila
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dalam rangka
Pengawasan Penataan Ruang terbukti terjadi Penyimpangan

Administratif dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Penyimpangan Administratif

oleh Bupati/Walikota

Pasal 13

Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Pengaturan Penataan Ruang, langkah penyelesaian yang

dapat dilakukan oleh bupati/walikota berupa:

a. percepatan penyusunan dan penetapan RTR, ketentuan
tentang perizinan, penetapan bentuk dan besaran
insentif dan disinsentif, sanksi administratif, atau
petunjuk pelaksanaan pedoman bidang Penataan
Ruang;

b. pelibatan Masyarakat dalam  penyusunan dan
penetapan standar dan kriteria teknis sebagai
operasionalisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman Penataan Ruang; dan/atau

c. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14
(1) Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam
Pembinaan Penataan Ruang, langkah penyelesaian yang
dapat dilakukan oleh bupati/walikota dapat berupa:
a. percepatan penyusunan dan pelaksanaan program
dan anggaran yang berkaitan dengan:

1. koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang;



2. sosialisasi peraturan perundang-undangan
dan pedoman bidang Penataan Ruang;

3. pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi Pelaksanaan penataan ruang;

4. pendidikan dan pelatihan di bidang Penataan
Ruang;

5. penelitian dan pengembangan di bidang
Penataan Ruang;

6. pengembangan sistem informasi dan
komunikasi Penataan Ruang;

7. penyebarluasan informasi Penataan Ruang
kepada Masyarakat; dan

8. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
Masyarakat di bidang Penataan Ruang.

b. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Perencanaan Tata Ruang, langkah penyelesaian yang dapat

dilakukan oleh bupati/walikota berupa:

a.

pengulangan kembali proses penyusunan RTR, arahan
peraturan zonasi, atau peraturan zonasi;

pelibatan Masyarakat dalam penyusunan RTR, arahan
peraturan zonasi, atau peraturan zonasi; dan/atau
pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Pemanfaatan Ruang, langkah penyelesaian yang dapat

dilakukan oleh bupati/walikota berupa:



a. percepatan penyusunan dan sinkronisasi program
pemanfaatan ruang berdasarkan RTR;

b. percepatan pelaksanaan program pemanfaatan ruang
berdasarkan RTR; dan/atau

c. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, langkah penyelesaian

yang dapat dilakukan oleh bupati/walikota berupa:

a. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
terhadap pihak yang melakukan pelanggaran di bidang
Penataan Ruang; dan/atau

b. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 18
Penyelesaian Penyimpangan Administratif oleh
bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 17 dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) Hari setelah diterimanya hasil pemantauan dan
evaluasi dalam rangka Pengawasan Penataan Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Penyimpangan Administratif

oleh Gubernur

Pasal 19



Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Pembinaan Penataan Ruang, langkah penyelesaian yang

dapat dilakukan oleh gubernur berupa:

a.

percepatan penyusunan dan pelaksanaan program dan

anggaran yang berkaitan dengan:

1. koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang;

2. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman bidang Penataan Ruang;

3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
Pelaksanaan penataan ruang;

4. pendidikan dan pelatihan di bidang Penataan
Ruang;

5. penelitian dan pengembangan di bidang Penataan
Ruang;

6. pengembangan sistem informasi dan komunikasi
Penataan Ruang;

7. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada
Masyarakat; dan

8. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab
Masyarakat di bidang Penataan Ruang;

pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat

Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Perencanaan Tata Ruang, langkah penyelesaian yang dapat

dilakukan oleh gubernur berupa:

a.

pengulangan kembali proses penyusunan RTR, arahan
peraturan zonasi, atau peraturan zonasi;
pelibatan masyarakat dalam penyusunan RTR, arahan

peraturan zonasi, atau peraturan zonasi; dan/atau



c. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Pemanfaatan Ruang, langkah penyelesaian yang dapat

dilakukan oleh gubernur berupa:

a. percepatan penyusunan dan sinkronisasi program
pemanfaatan ruang berdasarkan RTR;

b. percepatan pelaksanaan program pemanfaatan ruang
berdasarkan RTR; dan/atau

c. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal terjadi Penyimpangan Administratif dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, langkah penyelesaian

yang dapat dilakukan oleh gubernur berupa:

a. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
terhadap pihak yang melakukan pelanggaran di bidang
Penataan Ruang; dan/atau

b. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 23
Penyelesaian Penyimpangan Administratif oleh gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal
22 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah
diterimanya hasil pemantauan dan evaluasi dalam rangka
Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12.



Pasal 24
Gubernur mengambil langkah penyelesaian Penyimpangan
Administratif apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 Dbupati/walikota tidak
melaksanakan penyelesaian Penyimpangan Administratif

yang menjadi kewenangannya.

Pasal 25
Penyelesaian Penyimpangan Administratif yang dapat
dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 meliputi:
a. Penyelesaian Penyimpangan  Administratif dalam

Pengaturan Penataan Ruang, berupa:

1. fasilitasi atau bimbingan teknis penyusunan dan
penetapan RTR, ketentuan tentang perizinan,
penetapan bentuk dan besaran insentif dan
disinsentif, sanksi administratif, atau petunjuk
pelaksanaan pedoman bidang Penataan Ruang;

2. bantuan teknis penyusunan dan penetapan RTR,
ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk
dan besaran insentif dan disinsentif, sanksi
administratif, atau petunjuk pelaksanaan pedoman
bidang Penataan Ruang; dan/atau

3. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pembinaan Penataan Ruang, berupa:

1. fasilitasi pelaksanaan Pembinaan Penataan Ruang;

dan/atau



2. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Penyelesaian Penyimpangan  Administratif dalam

Perencanaan Tata Ruang, berupa:

1. fasilitasi atau bimbingan teknis penyusunan RTR,
arahan peraturan zonasi, atau peraturan zonasi,
pembatalan rekomendasi gubernur; dan/atau
pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pemanfaatan Ruang, berupa:

1. fasilitiasi atau bimbingan teknis penyusunan dan
sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan
ruang; dan/atau

3. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, berupa:

1. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana  terhadap pihak yang  melakukan
pelanggaran di bidang Penataan Ruang; dan/atau

2. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 26
Penyelesaian Penyimpangan Administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan paling lama 30 (tiga



puluh) Hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelesaian Penyimpangan Administratif

Oleh Menteri

Pasal 27
Dalam hal gubernur tidak melaksanakan penyelesaian
Penyimpangan = Administratif @ dalam  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26,
Menteri melaksanakan penyelesaian Penyimpangan

Administratif.

Pasal 28
Penyelesaian Penyimpangan Administratif oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi:
a. Penyelesaian Penyimpangan Administratif dalam

Pengaturan Penataan Ruang, berupa:

1. fasilitasi atau bimbingan teknis penyusunan dan
penetapan RTR, ketentuan tentang perizinan,
penetapan bentuk dan besaran insentif dan
disinsentif, sanksi administratif, atau petunjuk
pelaksanaan pedoman bidang Penataan Ruang;

2. bantuan teknis penyusunan dan penetapan RTR,
ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk
dan Dbesaran insentif dan disinsentif, sanksi
administratif, atau petunjuk pelaksanaan pedoman

bidang Penataan Ruang; dan/atau



3. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelesaian = Penyimpangan  Administratif dalam

Pembinaan Penataan Ruang, berupa:

1. fasilitasi pelaksanaan Pembinaan Penataan Ruang;
dan/atau

2. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelesaian = Penyimpangan  Administratif dalam

Perencanaan Tata Ruang, berupa:

1. fasilitasi atau bimbingan teknis penyusunan RTR,
arahan peraturan zonasi, atau peraturan zonasi,

2. pembatalan persetujuan substansi = Menteri;
dan/atau

3. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelesaian = Penyimpangan  Administratif dalam

Pemanfaatan Ruang, berupa:

1. fasilitiasi atau bimbingan teknis penyusunan dan
sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan
ruang; dan/atau

3. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelesaian  Penyimpangan  Administratif dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, berupa:

1. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana  terhadap pihak yang  melakukan

pelanggaran di bidang Penataan Ruang; dan/atau



2. pengenaan sanksi administratif terhadap Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 29
(1) Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat langsung
melaksanakan penyelesaian Penyimpangan
Administratif = yang tidak dilaksanakan oleh
bupati/walikota.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. dampak yang ditimbulkan akibat Penyimpangan
Administratif bersifat nasional atau lintas provinsi;
b. kerugian publik yang ditimbulkan akibat
Penyimpangan Administratif bersifat nasional atau
lintas provinsi; dan/atau
c. penyelesaian Penyimpangan Administratif lebih

efektif apabila dilakukan oleh Menteri.

Pasal 30
Penyelesaian Penyimpangan Administratif oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan
melaksanakan langkah penyelesaian Penyimpangan

Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal
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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
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